
WALIKOTALANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 20 TAHUN 2OO4

TENTANG

SUSUNAN OKGANISASI DANTATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

DAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

Menimbang '. a.

WALIKOTA IANGSA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara

optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur

susunan or5;anisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam

Daerah Kota Langsa;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor ?2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

383e);

Undang-ulrdang Nomor 25 Tahun 1.999 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negata Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 38a8);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

a110) ;

Undang-undang Nomor L8 Tahun 200L Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemharan

Negara Tahun 2001. NomorI1{, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413"1) ;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

rlan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahul

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahur-r 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Penerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentiurg Pengalgkatan Pegawai Negeri Sipil

daleim Jabatan Struktural ( Lembaral Negara Tahul2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahur-r 2003 tentang Pedomal Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tarrrbahan

Lembaral negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindarhal clan Pen'rberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembararr Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 7999 ientarg Teknili Penvusurtan

Peraturtrn Perunclang-undangan clan Benbuk Ralcilngan Undang-undaog,

Rancangiur Peraturiu Pemerintah dan Ralcangan Keputusal Presiclen

(Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

11. Keputusan Nfenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik

Penvusunan dan Materi N{uatan Produk-produk Hukum Daerzrh;

72. Keputusan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahul 2001 fentimg Bentuk

Prorluk-procluk Hukum Daerah ;

13. Keputusan Nler-rteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentarg Prosedur

Penvusunal Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Bersama N{enteri Pendar.agunaan Aparatur Negara dal Nlenteri

Dalanr Negeri Nomor 01/SKB/NI.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan PemerintahNomor 8 Tirhun 2003 dtur Peraturan

Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PER\A/AKII-AN RAKYAT DAERAF{ KOTA LANGSA

NlE\ lUTUSK\N:

NIenetapKCUT : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERIA PEN{ERINTAH KECANIATAN DAN KELURAHAN DALANI DAERAH

KOTA LANGSA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daian Qalurl ini vang dimaksucl dengan :

l. Daerah adalah Kota Langsa;

2. Pemeriltah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom vang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Walikota actalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerah selanjutnva disebut Sekda atlaiah Sekretaris Daerah Kota

Langsa;

5. Kecanatal aclalah Kecamatan dalam Kota Langsa yallg merupakal Wilavah

Camat sebagai Perangkat Daerah;

6. Kelurahan adalah Kelurahzur dalarn Kota Langsa \rang merupakal Wilavah Kerja

Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawair Kecamatan;

7. Camat adalah Camat dalam Daerah Kota Lalgsa;

8. Lurah adaiirh Lurirh clalam Daerah Kota Lalgsa;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ilri dibentuk Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota

Largsa

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Kecamatan aclalah merupakan Perangkat Daerah Kota vang mempulvai

wilavah kerja tertentu;

(2) Kecamatan rlipimpin oleh Camat )'ang berada clibawah clan bertanggullg jawab

kepacla Walikota rnelalui Sekretaris Daerah .

Pasal 4

Kecamatan mempu$rai tugas pokok melaksanakeur kewenangan Pemerintah

Daerah r-ang clilimpahkan oleh Walikota kepada Canat sebagai Perangkat Daerah.



Pasal 5

Untuk melirksanakan tugas pokok sebagaimana tlimaksud dalarn pasal 4,

Kecamatan rnempun\/ai fungsi :

a. Pengkoordinasian penvelenggaraan pemerintarhal di lt'ilavah Kecamatan;

b. Penvelenggaraim kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

c. Pen\.elenggaraan pelal'anan masvarakaU

d. Pelaksanaal pemberdayaan mast araka|

e. Penvelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan keagrarian;

f . Penl.glslltgaraan kegiatern pembinaan pemerintahan Desa;

g. Pembinaan Kelurahan;

1'r. Pembinaan ketentraman clan ketertiban wilat'ah;

i. Pelaksanaiur penvusullan pedoman dal petunjuk teknis pembinaan clan

pen gkoorcl inasial ke gia tan per"rdiclikan dasar;

j. Penvelenggaraan kegiatan pembinaan pembalgunau dan pengembargan

partisipasi masvarakaU

k. Pen\.usunan program, pembinaeur aclministrasi, ketatausahaal dan rumah

tangga.

Pasal 6

(i) Dalam menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal5, Camat

menerima pelimp;rhan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota;

(2) Sebagian keu'enangan sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) meliputi :

A. Bidalrg Pemerir-rtahan.

1. Pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasvarakatan;

2. Fasilitasi kegiatal yang berhubungan dengal penvelenggaraan

Pemiliheur Umum sesuai dengan ketentual peraturan perundang-

undangiur varng berlaku;

3. Pembinaan kerukunan hidup antar umat seagarna, altar urnat

beragama, dan antar umat beragama dengan Pemerintah;

4. Penciptaan ketahanan nasional clan pengawas€In atas kegiatal organisasi

untuk kepentingan asing;

5. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat kecarnatan cli wilar.ah

kerjaru,a;

6. Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja Kepala UPTD cli wilavah

KerlanYa;

7. Pelaksanaan pelantikan drur pengambiliur sumpah Kepala Sekolah Dasar

Negeri (SDN);

8. Pelaksanaal pengambilan sumpah clal peleurtikan Kepala l)esa,

Pimpinau dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) cli r,r'ilavah

kerjanr.a;



9. Fasilitasi pelaksanaan sumpah jabatan dan pelantikal sekretaris Badan

Perwakilan Desa (BPD) ciar-r Perangkat Desa di wilavah kerjanva;

10. I'emberian keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yar.g meninggal

dunia/tewas dalam melaksanakal tugas di wilavah kerjar-rva;

11. Pelaksanaan pembinaan PNS di wilavah kerianr.a;

12. Pembinaan terhadap Panitia Pencalonal dan Pelaksana Pemilihan calon

Kepala Desa serta Penalggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa;

13. Fasilitasi penvelenggaraan kerjasana antar desa dan pent'elesaian

terhadap persilisihan sengketa vang terjacli di Desa/Kelurahal;

14. Penataan Desa/Kelurahiur;

15. Fasilitasi penvusunan Peratwan Desa;

16. Pembinaan clan penyglerrian sengketa batas antar Desa/Kelurahan;

17. Penr.elenggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahal tingkat Kecamatim;

18. Peiaksanaan pembuatar-r dan penanclatanganal kartu Talcla Penduduk

(KTP) rlal Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan Pinclah Antar

Kabupaten/Kota darr antar Provinsi bagi warga masvarakat yang ada di

wilaval"r kerjanva;

19. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaaur clan penertiban penclaftaran

penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing

(WNA) serta urbanisasi penclucluk cli wilavah kerjanva;

20. Pelaksallaall inventarisasi asset daerah atau kekat.aan daerah lainnva

vang acla cli wiayeih kerjanva;

21. Pengamanan terhadap pelaksanaan Qanun clan Keputusan Kepala

Daerah serta peraturan perundang-unclangan lainnva cli wilavah

kerjanva;

22. Pelaksanaan koordinasi clzrn pembinaal satuan Polisi Pamong Praja cliur

LINNIAS cli wilar.ah kerjanva;

23. Pembinaan kesatuam balgsa dan ideologi negara;

24. Fasiiitasi penvelenggaraan PEN{ILU;

25. Pemberian rekomendasi clan perijinan tertentu;

26. Pembir-raan clan pengawasan penvelenggaraan pemerintahiur keiurahal;

27. Pengajuan usul per-rgangkatan Kepala Kelurahan clan penataan

kelurahan;

28. Penyelenggara.ilr biclang pertanahan, penc-atatan clan penclaftarar-r hak-

hak tanah, serta pemberian rekomendasi mutasi hak atas tanah;

B. Biclang Ekonomi cliur Pembalgunan.

1. Perencanaan, pengkoorclinasian, pellgawasan clan pembinaal

pelaksanaan pembangunan di wilavah kerjanva;

2. Fasilitasi pembangunan di bitlang prasarana Desa/Kelurahan clan

pengernbimgan perekortomian Dt'sa/ Kelurahan;

/



3. Pengkoorclinasian, pembinaan dan pengawasan serta peiaporan

langkah-langkah penanggulangan terhaclap terjaclinva pencemaran clan

kerusakiln lingkungiur';

4. Pembaltuan pelaksanaan tugas di biclalg Pajak Bumi dal Bangunan

(PBB) secara intensifikasi dan ekstensifikasi di wilavah kerjanva;

5. Pelaksanaan pungutan atas pajak clan retribusi claerall tertentu tli

wiiavah kerjanva;

6. Pernbinaan clan pengembangan serta pemantauan terhaclap

perkembeurgan perinclustrian cial perdagangan, pertambangeur diur

cnergi, perkoperasiar-r, UKN'I dan golongan ekonomi lemah;

7. Pengkoorelinasian program penir-rgkatan produksi pertanian,

perkebunan, perikaninn dan kelautan;

8. Pengawasal penvalural dan pengambilan kredit dalam rangka

menunj ang kebersihan pro gram peningkatal procluksi pertanian;

9. Pelaksanaan pencegahal atas pengambilan sumber dar.a alam tanpa ijin

clan clapat menggarlggu serta membahayakal rnakhluk hidup;

10. Pengawasan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan cii wilavah

kerjalva;

11. Pembinaan usaha ekonomi clesa clan masvarakat;

12. Pengkoordinasian pelaksalaan pembargunan swaclal'a masvarakat.

C. Bidalg Pendidikan clan Kesehatan

1. Fasilitasi penvelenggaraarl Taman Kanak-kanak dal pendiclikal dasar;

2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan progran pendidikan, generasi

muc1a, keolahragaan, kebudavaar1, kepramukaan serta peranan rn anita;

3. Pernbinatu'r dan pengawasan kegiatan progran kesehatan masvarakaU

4. Fasilitasi penvelenggaraall sarana dan pelavaran kesehatan;

5. Penvelenggara€ulkeluargaberencana;

6. Pencegahan dan penaurggulangan penvalahal obat, narkotika,

psikotropika, zat acliktif dan bahan berberhava;

7. Pelaksanaan pent'ultrhan program wajib belajar.

D. Biclang Sosial

1. Pernbinaan clal pengembangan ketenagakerjaan clein perburuhan;

2. Pembinaan kegiatan pemberclavaan-I ntasvarakat;

3. Pengawasern terhadap organisasi sosial/kemasr-arailiatan clan l-en'rbaga

Swarlar.a N{asvarakat (LSN{);

4. Pernbinaan lembaga adat clal suku terasing;

5. Pencegahan dal penanggr,rlallgan bencala alam dan pengulgsi;

6. Penanggulangan masalah sosial.
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E. Biclang Pertahiuran

l. Pengawasiln atas tanah-taurah negara diur tauah asset Pemerinterh Daerah

di r,r'ilar.ah kerj anr.a;

2. Pen'rbantuan terhaclap pelaksanaan pembet'rasan tanah milik claur

pelepasiur hak )'eulg akan clipergulakan ruriuk kepentingal

pembalguniur serta peralihan status teurah negara menjacli hak milik

sesuai dengan ketentuan peraturan perunderng-ulrlangan vang berlaku;

3. Pembantuan tlalam hal penetapan perunfukan, proses pengalihan tlan

perubahan status tanah kekavaan desa serta pengaliha:r stafus talah

kekavaan Desa vtrng berubah menjadi Kelurarhan;

.1. Pelaksanaal monitoring clan inventarisasi terhadap setiap kegiatan valg

berkaitan dengar penggunaan tanah terlantar, taneih negara bebas clan

tanah timbul di wilavah kerjanva sebagai bahan pemasukan bagi Kepala

Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kec-amatan terdiri dari :

a. CamaU

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Perncrintahan tlan Ketertiban Umum;

d. Seksi Pelavanan Umurn;

e. Seksi Pendiclikal Dasar Sembilan Tahun;

f . Seksi Pemberdayaal Nfast'arakat dan Desa;

g. Seksi Keistimewaan Aceh da,n Kesejahteran RakvaU

h. Kelompok iabatan Frurgsional

(2) Bagan susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercarltum

tlalam Lampiran I Qalun irri, dan merupakan bagiar vaug ticlak terpisahkan

rlari Qimun ini.

Paragraf 1

Camat

Pasal 8

Camat aclalah Kepala Pemerintah Kecamatal \.arg beracla c1ibar.r,'ah dan

bertanggung jawab kepada Walikota;

Carnat nernpunvai fugas :

(1)

(2)



a. Penvelenggaraan tugas-tugas Pemerintahal Umum clial pembinaan

keagrariaan dan pembinaan poLitik Dalam Negeri;

b. Pembinaian Pemerintahan Desa /Kelurahan;

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban \\'ilavah;

tl. Pembinaan pembangunarl l.ang meliputi pembinaan perekonomian procluksi

cltur distribusi serta pembinaeur sosial;

e. Pembinaal pendiclikan dasar;

f. Pent'elenggaraan Keistimewaan Aceh dan pelavanan kesejeihteraeln rakvat;

g. Pen\.usunan program, pembinaaur aclmildstrasi, ketatausahaan rlan rurnah

tangga.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

(1) Sekretariat adalah unsur staf;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, )'ang berada clibawirh clan

bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

Sekretariat mempunvai tugas melakukan pembinaan atlmirristrasi clal memberikan

pela\.anan tekrLis administratif kepacla selun"rh satuan organisasi Pemerintah

Kecamatal.

Pasal 11

Untuk uenr.elenggarakan ttigas sebagaimana dirnaksucl clalam pasal 10, Sekretariat

nrenlpurvdi fungsi:

a. Pen\.usuneul rencarla prograrn kerja ciibiclang aclmirristrasi da pelavanan tekrris

aclministratif;

tr. Pe'laksturaan pen gelolaan aclmirris trasi Pemerintahal Kecama tau;

c. Pengelolaan tata usaha, administrasi, kepegavr,'aian, keuangan, perlengkapal dan

rurnah tangga;

cl. Pengkoorclinasian pelaksanaan dan pela vanal aclrninis trasi;

e. Evaluasi diur pelaporar-r dibidalg attninistrasi dan pelavalan admnistratif;

f. Pelaksalaan tugas-bugas lain ).ang dilirnpahktur oleh atasan sesuai tletigtrn

bit lang tugasnr-a.



Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Pasal 12

(i) Seksi Pemerintahan cian Kctertibeur Umum adaiah tursur pelaksanaan

Pemerintah Kecamatan clibidang penvelenggaraan Pernerintahan cliur

Ketertibiur Umum;

(2) Seksi Pemerilrtahan dan Ketertiban Umum tlipirnpin oleh seoarang Kepala Seksi

vang beracla dibawah dan bertanggung jawab kepatla Camat.

Pasal 13

Seksi Pemerintill-ran clan Ketertiban Umum mempunvai tugas melakukan

pernbinaal tlan mengkoorclinasikan kegiatan pemerintahan, aclninistrasi

kepencluclukan, per tanahan clan ke tertibal dan ketentrameul.

Pasal 14

Untuk rnenvelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud clalam pasal 13,

Seksi Pemeri.tahan rliur Ketertibar"r Umum lnempunvai fu.gsi:

a. Peru-usunan progra;rr dan pembinaan peur.elenggaraat-l Pemerintah€u1 umum

Desa/ Kelurahan serta ketertibal urnum;

b. Pelaksanaan pembinaan Kesatuan Beurgsa clan Perlindungan NlasvarakaU

c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibiclang pemerintahan;

cl. Pelaksanaar-r pembinaan ketertibal umum;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksurlaalll tugas;

f. Pelaksalaiur tugas-tugas lain ),ang dilimperhkan oleh atasan sesuai tlengiur

birlang tugasnva.

Pargaraf 4

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 15

(1) Seksi Pelavanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintirh Kecamatan

ditrideu-rg pernbinaan Pelavauran Umum;

(2) Seksi Pelaveulan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibau'ah

elan bertanggung jawab kepacla Camat.

Pasal 16

Seksi Pelaviiltalt Umum mempun.ai tugas n-relakukan uruseln pelaviuran umurn

r.alg meliputi kekavaan dal investarisasi Desa/Kelurahan, kebersihar-r, saraarta clatt

prasarana umum serta pelavaniur keluarga berencana.



Pasal 17

Untuk nen\.elenggarakan tugas sebagaimana clirr�aksucl dalam pasal 
'16, 

Seksi

Pelavauraur Umum mempunvai tungsi :

a. Penr.usunan program dan penvelenggiuaan pembinaan pelavanan kekavaan tliur

inventarisasi Desa / Kelurahal;

b. Pent,-usunan program clan penvelenggaraan pembinaan kebersihal, keindahzur,

pertzrmanan clim seimitasi lingkungal;

c-.. Penvusunalt prograrrr cltrn penvelenggaraan pembinaal sar€rna ciinn prasarana

fisik clern pelaveurim umum;

d. Pelaksanaan dan pengentlaliar program pembangunan;

e. Evaluasi clan pelaksanaan tugas ;

f. Pelaksalaal tugas-tugas lain vang dilimpahkal oleh atasan sesuai clengan

bit lang hugastn'a.

Paragraf 5

Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pasal 18

(1) Seksi Pentlidikan Dasar sernbilal tahul aclalah ultsur pelakasalaan

Pen'rerintahan Kecamatan clibideurg pencliciikarr rlasar sembilan tal'run;

(2) Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana dimaksud pacla avat (1)

tlipimpin oleh seorang Kepala Seksi r.aurg berada clibawah clan beretanggul-tg

jawab kepada Camat.

Pasal 19

Seksi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun nempunvai tugas men\rusun pedoman clan

petunjuk teknis pembinaan Pendidikal Dasar diur pengelolaar-r clata pentlidikan

prasekolah dan pendidikal dasar.

Pasal 20

Untuk menvelenggarakan tugas sebagainana climaksud r1alam pasal 19, Seksi

Pencliclika-r Dasar Semt-rilur Tahun mempultvai fungsi :

a. Pen\-usunan program rencarla kerja pencliclikan cliwilavirh kerja Kecamatarr;

b. Nlengkoortlinasikaur kegiatan pengumpulan clan pengolahal tlata penciictikiur

prasekolah dan penclidikan tlasar;

c. PenYrtsunan rencana pembir-raan Pencliclikiln Dasar;

tl. Er.aluasi r1m pelaporan pelaksanaan tugas;

c. I,elarksanaan tugas-tugas lain vang dilimpalrkau oleh atasan sesuai tlengtrn

biclar-rg tugas.r 'a '  
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Paragraf 6

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 21

(1) Seksi Pemberclavaal Nlast.arakat tlan Desa aclalah unsur pelirksanaiur

Pemerintahan Kecamatan dibidar"rg Pemberdavaan N{ast.arakat dan Desa;

(2) Seksi Pemberrlavaan masr.arakat clal Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

vang berarla clibawah clan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal22

Seksi Pemberdat'aan N,{asr.arakat dan Desa mempunt'ai tugas melakukan

pembinaan perekonomi;m Desa / Kelurahan serta lingkungal hidup'

Pasal 23

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana climaksucl dalan'r pasal 22, Seksi

Pemberdavaan l\,{asyarakat dan Desa mempulvai fungsi :

a. Peurusunan program cliln pemtrinaan perekonomian masl'arakat

Desa/ Kelural:ran;

b. I'embinaeln lingkungan hidup;

c. Penvusunal bahan koordinasi pelaksiuraan tugas dibiclar"rg pemberdat'aaur

masvarirkert Desa/ Kelurahal;

cl. Evaiuasi clan pelaoran pelaksanaan tugas;

e. Pelaksalana tugas-tugas lain -vang dilimpahkan oleh atasan sesuai elengan

hidang hugasnva.

Pangraf 7

Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 24

(1) Seksi Keistimewaan Aceh clan kesejahteraan rakvat adalah unsur pelaksanaan

Pemerintah Kecamatal clibidang Keistimer,r'aan Aceh clan Kesejahteraan Rakvat;

(2) Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakvat clipimpin oleh seorang

Kepala Seksi beracla dibawah clan bertanggullg jawab kepada Camat.

Pasal 25

Seksi Keistimewaan Aceh clan Kesejirhteraan Rakvat mempunvai tugas

mengkoordinasikan pen\rusunan program dan rnelaksanakan Keistimewaan Aceh

dan Kesej erJ:rteraar Rakvat.

Pasal 26

Untuk menvelenggiuakan tugas sebagaimana climaksucl dalam pasal 25, Srt'ksi

Keistimewaar-r Aceh mempunyai fungsi :

a. Penvelenggaraan kehiclupan beragama; 
/
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b. Penvelenggaraankehidupanaclat;

(--. Penr.elenggaraan pentliclikan Agama clan peran ulama clalarn penetal-ran

kebijakan claerah;

r1. I,elaksanaan pelayalan kepada masvarakat riibiclang Kesejahteraan RakvaU

e. Evaluasi clan pelaporan pelaksanaan tugas;

t. Pelaksanaan tugas-bugas lain vang clilimpahkan oleh atasan sesuai tlengan

biclang tugasnva.

BAB IV

KEDUDUKAN. FUNGSI DAN TUGAS POKOK

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal27

(1) Kelurahan adalah sebagiar-r Perangkat Daererh Kota clibawah Kecamatan;

(2) Kelurahan clipimpin oleh seorang Lurah ]'a11g berada dibau'ah clian

bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Pokok

Pasal 28

Kelurahan mempunvai tugas pokok melaksanakan kewenangan vang clilimpahkan

oleh Camat kepada Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

Fungsi

Pasal 29

Lintuk melaksilnakan tugas pokok sebagairnana dimalisutl pacla pasal 28, Lurah

nrempunvai fungsi :

a. Penvelenggaraal-r program kerja Kelurahan;

b. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah daerah vang dilimpahkan oleh Camat;

c. Pent'elenggaraan Pemerintah, pembangunan clan kesejtrJrteraal;

cl. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masvarakat;

e. Pen\.e1etlggaraall koorclinasi pelaksanaan pemerintahau, pembaugunan clarr

kemasvarakatan;

f. Peuvelenggaraan pelavanan admilListrasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1). Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan tertliri dari :

a. l-urah;



c. Seksi Pemerintahan;

11. Seksi Pembangunan;

e. Kesejahteraan Rakva|

f . Kelompok )abatan Fulgsional.

(2). Bagan susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran

II Qanun ini, clan mempakan bagian valg tirlak terpisahkeur dari Qanr"ur ini.

Paragraf 1

Lurah

Pasal 31

(1) I-urah mempun\rai tugas pokok penvelenggaraan ker,r'enangan Pemerintah

t)aerah yang dilimpahkan oleh Can'rat meliputi penvelenggaraan Pemerintah,

pembangruran clan kenasvarakatan;

(2) Lurah mempunvai tugas :

a. Penvusunan program keria Kelurahan;

b. Pelaksalaan koorclinasi terhatlap segala kegiatar-r vang dilaksanakan oleh

Perangkat Pemerintah Kelurirhan tlalam rangka penr-elelrggaraall

administrasi Pemerintah;

c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibiclang Kesatuan Bangsa clan

perlindulrgan masvarakaU

cl. Pelaksanaan pembinaan penvelenggaraeu-l pemerintahary pembangunan dan

kemasvarakatan;

e. Pelaksanaan pembinaan penyeler-rggaraan kesejahteraan rakvat;

i. Pelaksanaeur pembinaan penvelenggaraan aclministrasi;

g. Pelaksanaan ketentraman clan ketertiban masy2r6li21;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang dilimpahkiur oleh atasan sesuai tlengar

triclang tugasnr.a.

Paragraf 2

Sekretaris Lurah

Pasal 32

(1) Sekretaris Lurirh aclalah unsur pembantu Lurah clibiclang penvelenggaraall

aclministrasi;

(2) Sekretaris Lurah dipimpin oleh seorang Sekretaris vang beracla tlibawah clan

bert:lrggung jawab kepacla Lurah.



Pasal 33

Sekretaris Lurah menpunvai tugas melakukan pengkoorclinasian, Penvusunan

program kerja dan penvelenggaraan arlministrasi serta rnemberikan pelavanan

teknis aclministrasi kepada urit kerja Pemerintahal Kelurahal clan masvarakat.

Pasal 34

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam pasal 33, Sekretaris

Lurah mempunvai fungsi :

a. Penviapan bahan pen\1lsunalt program keria Kelurahan;

b. Pent'iapan bahan koorclinasi terhaclap kegiatan l.ang dilakukern perangkat

Kelurirhan;

c. Penvelenggaraan kegiatan ketatausahaan Kelurahan;

tl. Penviapan bahan pemantauan, penga\ rasan dan pengenclalian terhadap

pen1'ele1ggarailn tugas Pemerintah Kelurahan;

e. Pelar.anan acln'rirristrasi kepacla masvaraliat c1i Kelurahan;

f. Penvusunan bahan laporan penvelenggaraan Pemerintahan Kelurahaur;

g. Pelaksauraan tugas-tugas lain t.alg clilimpahkan oleh atasal sesuai clengan

lridalg tugaslrva.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 35

(1) Seksi Pemerintahan aclalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang

Perneriltahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi, berarla clibawah tlan

trertanggung jau,'ab kepatla Lurah.

Pasal 36

Seksi Pemerintahan memprln\rai tugas melakukalr uruseur Pemerintahal Kelurahiu,

a dmirristrasi, kepeuduclukan dan pertanah an.

Pasal 37

Untuk rnenvelenggarakarn tugas sebagaimana dirnaksucl clalam pasal 36, Seksi

Pemerinterhan mempunvai fulgsi :

a. Perurnusan program kerja Pernerintahan;



b. Pengumpulan, per"rgelolaan clan evaluasi data clibidang pemerintahan,

administrasi kepenrludukan clan pertanahan;

c. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan kemasvarakatan;

tl. Pelavalan pemungutan PBB;

e. Pen\.iapeur bahan pen\rusunan koordinasi rlalam rangka per-rvelenggaraan

Pemerintahan tli Kelurahan;

f. Peng-umpulan bahan clan penvusun.rn laporan dibidang Pemerintahan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain vang clilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnva.

Pangraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 38

(1) Seksi Pembansutan adalah unsur pelaksana Pemerintirhan Kelurahan ditriclang

Itembalgunal;

(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah d;ur

bertturggulg jawab kepacla Lurah.

Pasal 39

Seksi Pembangural mempurl\rai tugas melakukan pembinaan pembingunan,

perekonomian serta memelihara saraana clan prasarana fisik lingkup Kelurahalr.

Pasal 40

Untuk ment'elenggarakan tugas sebagiarnana climaksud clalam pasal 39, Seksi

Pembangunirn mempun'ai fuirgsi :

a. Pen\.usulan program clarn evaluasi data clibidang Pembangunan;

b. Pelaksanaiur kegiatiur pembinaan terhaclap perkoperasial, per-rgusaha ekouomi

lemah dan kegiatan peningkatan perekonomian masvaraka!

c. Pelaksanaan pelavanan kepada masl'arakat clibitlang peml-ranprnzur;

cl. Pelaksanaiur kegiatar peningkatan swadava clan partisipasi masvarakat claliun

kegiatan pembangrnan;

e. Penviapal bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga clan

memelihara sarana clatr prasarana fisik lingkup Kelurirhan;

f. Pembinaan clan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Nlusvawarah

Pemt'rangunim Bennitra N'lasyarakat ( NIPBI\I ) tingkat Kelurahar-r;

g. Pengumpulan bahern clan pen.vusunan laporan dibidalg pembalgunan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain r-ang tlilimpahkan oleh atasan sesuai cietrgan

bidang hrgasn\-a.

fararn'al 5 '/



Paragraf 5

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 41

(1) Seksi Kesejahteraan rakvat aclalarh rlnsllr pelaksana Pernerintahan Kelurahau

tlibideurg Kesej ahteraan rakvaU

(2) Seksi Kesejahteraan rakvat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang beracla

tlibawah dan bertanggung iawab kepada Lurah.

Pasal 42

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menvelenggrakan kegiatan dibiclang

Kesejahteraan Rakvat

Pasal 43

Untuk rnenvelenggarakan fugas sebagaimana rlil'raksud dalau pasal '12, Seksi

Kesel'ahteraan rakvat melnpun\rai fungsi :

a. Pelaksnnaan pela\.anan kepacla mas\.arakat clibiclang kesejahteraan rakvaU

b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan clibitlang keagamaan, kesehatan, keluarga

berencana clan penciidikan mast'arakaU

c. Pelaksanaan pengumpulan clan penvaluran dana/bantuan terhaclap korban

ber-rcana alam clau bencna lainnva;

t1. Pelaksanaan pembinaal kegiatan PKK, karang taruna, pramuka clan orgarrisasi

masr.arakat lainnya;

e. Pelaksanaan pengumpulaur bahan dar penvusunatt laporan clibidalg

kesejahteraan rakvaU

f. Pelaksanaan tLlgas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

rlen ganbiclilng tu gasnva.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal tl4

Kelompok jabatan Fungsional mempunr.ai tugas melaksalakal sebagian fugas clan

furrgsi camat sesuai tlengan keahlian dan ket-rutuhan.

Pasal 45
/



Pasal 45

(1) Kelornpok Jabatar Furgsional sebagaimar-ra clirraksud dalam pasal 44, tercliri

clari sejumlah tenaga dalam j"t t*g jabatan furgsional varg terbagi clalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahLialnva;

(2) Setiap keiompok sebagaimana dimaksud pacla avat (1) clipimpin oleh seorang

tenaga fulgsional senior vang ditunjuk oleh Camat dal bertanggLlng jau'ab

kepacla CamaU

(3) Jumlah labattur Fungsional tersebut pada avat (1) ditentukan berdasarkeur

kebutuhal clan bebrur keria;

(4) Jenis clan jenjang jabatan fungsional sebagaimana climaksud pada avat (1)

diatur sesuai dengan peraturan peruntlang-undalgan vang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

(1) Camat adalah Jabatal Eselon III.a;

(2) Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a;

(3). Sekretaris Kelurahan clan Kepaia Seksi Kelurahan adalah Jabatan Eselon iV.b;

Pasal47

(1) Camat cliangkat clan cliberhentikan oleh \'Valikota;

(2) Sekretaris Kecamatan dan para Kepaia Seksi cliangkat dan cliberhentikan oleh

Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh \{alikota;

(3) Lurah cliangkat ciiur cliberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan

kewenangal oleh Walikota atas usul CamaU

(4) Sekretaris Kelurahan clan para Kepala Seksi cliiurgkat clan diberhentikal oleh

Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Walikota.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 48

(1) Dalam rnelaksanakan tugasnva Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Scksi tliur

Kelompok Jabatan Fungsionai wajib menerapkan prinsip koordir-rasi, ir-rtegrasi

dan sinkronisasi baik clalam lingkungar-r masing-masing maupun aantar satuan

organisasi dalam Pemerintah Kecamatal sesuai dengan tugas pokoknva

masing-masing;

(2) Dalanr 
/  
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(2)

(3)

(3)

(1)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi

6an Kelon'rpok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koorclinasi,

integrasi clan siukronisasi baik clalam lingkungan masing-rnasing maupun antar

satutn organisasi dalam Pemerintahan Kelurahan sesuai clengan tugas

poko knva nrasing-ntasing;

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Pemeriltahan Kecamatan clan

Kelurahan r,r'ajib melaksanakan pen\msunan melekat.

Pasal 49

l)aia11 hal Camat berhalangan, Sekretaris Ket:amatarr atau salah seorang Kepala

Seksi melakukan tugas-tugas camat sesuai dengan Peraturan Perundang-

rutclangau t'alg berlaku tlengan memperhatikan senioritas clan kualitasnva;

l)alam hal Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi berhalangal maka Camat

dapat rnemrnjuk salirh seorang Staf menurut biclaurg tugasnva melakukan tugas-

tugas Sekretaris atau Kepala Seksi sesuai dengan Peraturan Perunclang-

undangiur yang berlarku dengal memperhatikan senioritas dal kualitasnva;

Dalarm hal Lurah berhalangan, Sekretaris Kelurahan atau salah seorang Kepala

seksi melakukan tugas-tugas Lurah sesuai dengan Peraturan Perrrndang-

undangan yeurg berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnt'a;

Dalam hal Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi berhalangan maka Lurah

clapat menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnt'a melakukan tugas-

tugas Sekretaris atau Kepala Seksi sesuai clengan Perafuran Pemndang-

uldangal var-rg berlaku tlengan memperhatikan senioritas dal kualitasntra

Pasal 50

Atas clasar pertimbangan dava guna dan hasil grna masing-masing pejabat dalam

Lingkungan Pemerintahan Kec-amatan clal Kehirahan dapat menclelegasikat-r

kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnva sesuai

dengan Peraturan Pemndang-unciangan vang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biava r.ang tliperlukem unhrk pelaksiuraan kegiatarr Pemerintahan Kecamatan

clan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan deur Belanja f)aerah (APBD)

Kota Lalgsa clal penerimaan sumber lain vang sah.

BAB VII



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengal berlakunva Qalul ini, maka semua ketentuan r-img bertentangal clengan

Qanurl ini, clinvatakan ticlak berlaku lagi;

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal dirurclangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuifl'a, memerintahkan penguldangan Qanun ini

dengal penernpatarurt a dalan Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan cli Langsa
pada tanggal 25 Agustus 200-t \l

9 R a i a b  1 ' 4 2 4 H

WALIKOTA LANGSA.

Diunclalgkan cli Langsa
patla tanggal 25 Agushrs 2004 Nf

9  R a  i  a  b  1425H

LEiUBARA.N DAERA.H KOTA LANGSA TAHUN 2OO4 NON,{OR 38 SEITI D NOIUOR 28

ARIS DAERAH,

BAIDI A. GANI
PEN{BINA UTAIV{A IUUDA

NIP. 130 526 015
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